PERSEPSI

— | Selasa, 17 Januari 2017

Mengapa Ketimpangan Distribusi Pendapatan Cenderung Tinggi?

EMAJUAN ekonomi
prinsipnya bukan
anya diukur dari

sisi pertumbuhan ekonomi
semata, sekalipun itu tetap
menjadi penting dijadikan
referensi dalam merumus-
kan kebijakan ekonomi.
Dengan sendirinya diharap-
kan bahwa pertumbuhan
ekonomi sedapat mungkin
terus meningkat hingga
mencapai double digit.
Tapi rasanya pertumbuhan
ekonomi double digit yang
didlami oleh suatu negara
masih cukup langkah, lain
halnya di daerah sudah ba-
nyak melampaui 10 per-
sen. Pertumbuhan ekonomi
tinggi pun sesungguhnya ti-
daklah cukup, karena belum
tentu memiliki pengaruh
signifikan terhadap variabel
makro ekonomi lainnya.
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Indrawaty... high growth
is not enough we need but
high quality growth... Jika
ditemukan ada daerah yang .
merasa berpuas diri karena
pertumbuhan ekonominya
cukup tinggi, apalagi mem-
bandingkan dengan tingkat
nasional lebih rendah, se-
baiknya jangan dijadikan se-
bagai ukuran keberhasilan,
membandingkan pertum-
buhan ekonomi regional
dan nasional tidak relevan
karena sumber pertumbu-
han dan karakteristiknya
berbeda.

Sama halnya mem-
bandingkan pertumbuhan
ekonomi antar negara, maju
dan berkembangtidak tepat.
Umumnya negara-negara
maju rata-rata pertumbu-
han-ekenominya-antara
1 - 3 persen, sementara ne-
gara berkembang rata-rata
5 - 7 persen. Dengan send-
irinya tidak dapat dijadikan
perbandingan bahwa yang
tumbuh di atas 5 persen
lebih bagus daripada yang
di bawah 3 persen, karena
ukuran ekonominya ber-
beda. Terpenting dilihat
bukan tingginya pertum-
buhan tetapi efek yang diti-
mbulkan, setidaknya jika

kita lihat problem ekonomi
yang dihadapi hari ini, ya-
kni kemiskinan yang tinggi
dan distribusi pendapatan
(ketimpangan ) yang mele-
bar. Tulisan ini hendak fokus
melihat persoalan ketim-
pangan, sekalipun tetap
dikaitkan dengan persoalan
kemiskinan sebab kedu-
anya memiliki keterkaitan
yang erat. Lessmann (2009)
mengemukakan bahwa un-
tuk mengukur ketimpangan
antar daerah (interregion)
dalam suatu negara ada tiga
jenis pengukuran, yaitu; 1)
Indikator ekonomi, yang
umumnya menggunakan
PDB, 2) Tingkat teritorial,
untuk negara-negara Eropa
umumnya menggunakan
ukuran statistik unit terito-
rial dan diluar Eropa meng-
gunakan ukuran perbedaan
daerah, dan 3). Pengukuran
konsentrasi yang biasanya

‘menggunakan koefisien

variasi, koefisien gini dan
koefisien weighted-popu-
lation dengan bobot nilai
antara0-1.

Jika dilihat dari historis-
nya semua negara pernah
mengalami ketimpangan
yang tinggi, dan ketimpan-
gan sendiri selamanya tetap
ada sepanjang negara (daer-
ah) masih berdiri. Sekalipun
demikian ketimpangan
tetap diupayakan serendah
mungkin, karena hal itu
akan menimbulkan persoa-
lan sosial dikemudian hari.
Menurunkan ketimpangan
distribusi pendapatan tid-
ak semudah dibayangkan,
menggapai penurunan nilai
0,1 saja bukan perkara gam-
pang. Menurut hipotesis
neo-kiasilepada permulaan
(hitungannya bukan tahu-
nan tetapi dekade) proses
pembangunan suatu ne-
gara, ketimpangan pem-
bangunan antar wilayah
cenderung meningkat atau
tidakmerata. Prosesini akan
terjadi sampai ketimpangan
tersebutmencapai titik pun-
cak/melebar (divergence).
Bila proses pembangunan
terus berlanjut maka be-
rangsur-angsur ketimpan-
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gan pembangunan antar
wilayah tersebut menurun
(convergence).

Umumnya negara-negara
berkembang ketimpangan
pembangunan antar wilay-
ah cenderung lebih tinggi,

- sementara negara-negara

maju cenderung rendah,
atau gapat digambarkan
seperti huruf U terbalik (re-
verse U-shape curve). Kurva
U terbalik dapat diinterpre-
tasikan sebagai relasiantara

kesenjangan pendapatan
dan tingkat pendapatan per.

kapita. Hasil ini diinterpre-
tasikan sebagai evolusi dari
distribusi pendapatan dalam
proses transisi dari suatu
ekonomi pedesaan (rural)
ke suatu ekonomi perko-
taan (urban) atau ekonomi
industri. Todaro dan Smith
(2006) menyebutkan kurva
Kusnetz dapat dihasilkan
oleh proses pertumbuhan
berkesinambungan yang
berasal dari perluasan sek-
tor modern, seiring dengan
perkembangan sebuah ne-
gara dari perekonomian tra-
disional ke perekonomian
modern.

Jika mengacu pada hi-
potesis Kusnetz, bilamana
negara (daerah) masih ber-
tumpu atau mengandalkan
sektor-tradisional’ dalam
pengertian:sempit perta--
nian non olahan, dipastikan
ketimpangan sangat sulit
diturunkan. Oleh sebab
itu selain dibutuhkan per-
tumbuhan ekonomi yang
berkualitas juga penfingnya
perubahan struktur eko-
nomi ke sektor ekonomi
modern. Disamping itu jika
melihat faktor penyebab
ketimpangan cukup bera-

~ gam, salah satunya adalah

terkonsentrasinya kegia-
tan ekonomi wilayah yang
mengakibatkan ketidakme-
rataan pembangunan antar
daerah, selain itu investasi
yang sangat banyak dalam
proyek-proyek yang padat
modal (capital intensive),
sehingga persentase penda-
patan modal dari tambahan
harta lebih besar diban-
dingkan dengan persentase
pendapatan yang berasal
dari kerja, sehingga peng-
angguran bertambah.
Jika dikaitkan dengan
_ketimpangan distribusi
cenderung masih tinggi di
Gorontalo serta angka ke-
miskinan juga masih besar
asumsinya sama dengan
hipotesis Kusnetz, hal itu
terlihat dari keseluruhan
daerah (kabupaten) masih
bertumpu pada sektor eko-
‘nomitradisional. Kontribusi
sektor tardisional (pertanian
non olahan) pada triwulan
‘ketiga 2016 mencapai 39,71
persen sementara sektor
industri pengolahan (sek-
tor modern) hanya sebesar
4,08 persen. Sementara in-
vestasi swasta masih sangat
terbatas, kegiatan kewi-
rausahaan masih kecil dan
cenderung terkonsentrasi
di Kota Gorontalo. Sama
halnya APBD jika diakumu-
lasi APBD Kota Gorontalo
dan APBD Provinsi per-
putarannya lebih banyak
di kota, malahan sebagian
besar belanja barang dan
jasa serta belanja modal di
daerah perkotaan akibat-
nya perputaran keuangan
sekitar 70 persen ada diKota
Gorontalo. Demikian halnya
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Jembaga banyak terkosen-

trasi di Kota Gorontalo, kon-
disi ini menambah terjadi-
nya ketimpangan distribusi
pendapatan di Gorontalo.
Sekalipun demikian ke-
timpangan yang terjadi ti-
ddk terlepas dari model
kebijakan pemerintah yang
kerap kurang tepat. Ini se-
jalan dengan hasil kajian
yang dilakukan oleh Smeru
(2005) bahwa peningkatan

ketimpangan dapat men-
jadi tanda yang menging-
atkan kita akan kekeliruan
dalam perumusan kebija-
kan. Dengan ketimpangan
yang tinggi tentu juga akan
memberikan efek terhadap
sulimya menurunkan angka
kemiskinan sekalipun per-
tumbuhan ekonomi tinggi.
Ravallion (2001) menegas-
kan bahwa ketimpangan
yang tinggi atau meningkat
akan menghambat prospek
pertumbuhan ekonomi da-
lam menanggulangi ke-
miskinan. Maka dari itu ke-
miskinan dan ketimpangan
distribusi pendapatan harus
diselesaikan secara berba-
rengan, sebab bila hanya
mengejar pertumbuhan
ekonomi yang tinggi belum
tentu dapat menyelesaikan
kedua jenis penyakit eko-
nomi tersebut.

Jika mengaju dari teori
dan berbagai studi empiris
yang ada maka-untukmenu-
runkan angka kemiskinan
maka problem ketimpangan
terlebih dahulu diselesai-
kan, sebab meningkatnya
ketidakmerataan penda-
patan akan mengurangi
efektivitas pengurangan
kemiskinan. Paradigma

" baru saat ini meyakini ba-

hwa pembangunan harus
diarahkan kepada terjadi-
nya pemerataan (equity),
pertumbuhan (effisiency),
dan keberlanjutan (sustai-
nability).yang berimbang
dalam pembangunan eko-
nomi. Paradigma baru ini
dapatmengacu padakepada
dalil kedua fundamental
ekonomi kese;ahteraan
dimana- dalil ini menyata-

pe-
nilih
target pemerataan ekonomi
yang diinginkan melalui
transfer, perbaikan struktur
anggaran, perpajakan dan
subsidi, sedangkan ekonomi
selebihnyadapat diserahkan
kepada mekanisme pasar
yang fair, tidak ada distorsi
dan monopoli.(*)
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